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MOTTO 

 
"Setiap orang ingin melakukan perubahan pada dirinya sendiri, dengan 

cara meyakinkan diri agar mencapai perubahan yang maksimal " 
 

“Perubahan itu menyakitkan, Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, 
bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sediakala, karena 

mereka ingin hidup yang mudah”. 
(Richard Marcinko) 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." 
 (Q.S Ar-Ra'd: 11) 
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ABSTRAK 

Ayu Trimuliani Saragi (2023):  Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung 

Batu Menurut Peraturan Daerah Rokan 

Hulu No. 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif 

Siyasah Idariyyah 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi kurang maksimalnya Pelayanan 

dalamPengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu 

Berdasarkan Peraturan  Daerah Rokan Hulu No 1 Tahun 2022 yang berdasarkan 

peraturan tersebut tertera tentang pengelolaan sampah yang rinci tentang 

bagaimana pelaksaanan dan pengelolaannya. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini: (1) Bagaimna Proses Pengelolaan Sampah  di Kecamatan Ujung Batu 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022? (2) Apa saja faktor yang 

menjadi penghambat Pelayanan Pemerintah dalam pengelolaan sampah menurut 

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 ? (3) Bagaimana perspektif siyasah Idariyyah 

terhadap Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah?. 

Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui bagaiman proses pengelolaan sampah 

menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022 di Kecamatan Ujung 

Batu, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses pengelolaan 

sampah menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022 di 

Kecamatan ujung Batu dan untuk mengetahui tinjauan Siyasah Idariyyah terhadap 

pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022 

di Kecamatan Ujung Batu. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang pengumpulan datanya di lapangan yang diperoleh dari informan 

yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Petugas Kebersihan dan Masyarakat dengan 

penetapan informan secara purposisive sampling, teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis adalah dengan observasi,wawancara, Dokumentasi. Dalam 

penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Dengan teknik penulisan menggunakan metode Induktif . 

Hasil dari penelitian ini menunjukan pelayanan pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksanakan meskipun 

masih terdapat kendala. Kendala yang ditemui di antaranya, kurangnya 

pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Batu dikarenakan kurang lahan 

penampungan pembuangan sampah, sampah yang tidak bisa di kelola dan 

dimanfaatkan terpaksa di tumpuk karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan 

sampah belum memadai dan kurangnya kesadaran diri dari mayarakat untuk 

membuang sampah pada tempatnya. Menurut pandangan Siyasah ini termasuk 

dalam siyasah Idariyyah dalam hal ini merupakan bentuk melaksanakan sebuah 

amanah dan perintah dari seorang pemimpin karna untuk menciptakan suatu 

kemaslahatan tidak terlepas dari peranya pemerintahan dalam membuat suatu 

kebijakan dan peraturan.  

 

Kata Kunci:  Pengelolaan Sampah Kecamatan Ujung Batu, Siyasah 

Idariyyah 
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                                                             BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan yang bersih dan asri merupakan dambaan bagi setiap 

warga masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Masalah-masalah yang 

kerap mengganggu kesehatan warga suatu pemukiman sering kali berasal dari 

kurangnya kualitas kebersihan dari warga dan lingkungannya. Sikap 

masyarakat dalam menjaga lingkungannya untuk tetap bersih memang masih 

sering menjadi kendala tersendiri yang kerap mengganggu kesehatan suatu 

lingkungan masyarakat. Sikap masyarakat dalam menjaga kebersihan memang 

masih belum cukup banyak dilakukan oleh warga masyarakat, akan tetapi 

pada sebagian kecil warga masyarakat justru kurang bersikap dalam menjaga 

kebersihan lingkungannya.
1
 

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

merupakan salah satu kendala ataupun masalah yang banyak terjadi di seluruh 

daerah termasuk di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang 

masyarakat juga kurang akan kesadaran untuk mengelola sampah agar 

terciptanya lingkungan yang bersih .
2
 

Ujung Batu merupakan salah satu  Kecamatan dan kota yang ada di 

Kabupaten Rokan Hulu yang termasuk banyak penduduknya dan menjadi 

wilayah strategis untuk berdagang dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ujung 

                                                             
1
 Elamin et al., “Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of 

Sreseh Sampang, Madura,” Vol.10, No.4, Oktober 2018:hlm. 368-375. 
2
 Ibid,hlm.375 
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Batu ialah pusat perdagangan maka kegiatan itu yang menyebabkan timbulnya 

sampah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fasilitas yang di berikan oleh 

pemerintah yang akan menimbulkan masalah dalam hal kebersihan yaitu 

sulitnya pengadaan pengelolaan sampah karena terkendala oleh sarana dan 

prasarana sampah yang kurang memadai . Selain kurangnya alat transportasi 

dan lahan untuk pembuangan sampah akhir tidak adanya bank sampah yang di 

sediakan oleh pemerintah untuk daerah Kecamatan Ujung Batu itu juga 

menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. 

Menurut Peraturan Daerah Kecamatan Ujung Batu Nomor 1 Tahun 

2022 tentang pengelolaan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah 

rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga, Sedangkan 

pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 

berkesinambungan yang meliputi perencanaan,pengurangan, dan penenganan 

sampah.  

Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat 

adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah 

salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang 

tertulis di pembukaan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hulu  Nomor 1 

Tahun 2022, tentang Pengeloaan Sampah yang menyatakan bahwa 

pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat 

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

makin beragam. 
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Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan 

yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif 

terhadap pemandangan serta dapat menyebarkan penyakit menular. Perhatian 

pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan 

untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan 

kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik 

yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan 

serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022  pada pasal 9 yang menjelaskan 

bahwa setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan 8 maka dikenakan 

sanksi admistratif  yang tidak ikut berpartisipasi dalam menggelola sampah 

dengan baik.
3
 

Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan 

manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap 

lingkungan. Dengan demikian pengeloaan sampah sangat dianjurkan untuk 

menjaga lingkungan.
4
 Menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 

2022 pasal 44 ayat 1  yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam 

Peraturan Daerah tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah 

langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan Peraturan Daerah 

tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, 

                                                             
3
 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022, Tentang Pengelolaan Sampah, Rokan Hulu 

4
 Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan, (jakarta: Gramedi, 2008),    

hlm. 3  
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pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. Undang-Undang Pengelolaan 

Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu 

pengurangan/pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali 

sampah (rause), dan pendauran ulang sampah (recycle) agar volume sampah 

tidak terus bertambah.
5
 

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan 

dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus 

dibentuk paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya Peraturuan Menteri 

tersebut.
6
  

Bagi dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan 

Hulu, salah satu permasalahan pengelolaan persampahan adalah besarnya 

biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, 

pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. 

Pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup yang belum terealisasikan yaitu bank sampah untuk Kecamatan Ujung 

Batu tentu ini menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan sampah. 

Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kecamatan Ujung 

Batu  semua pihak termasuk organisasi yang ada tentunya mempunyai peran 

                                                             
5
 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022, Tentang Pengelolaan Sampah, ,  Rokan Hulu , 

pasal 44 
6
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan 

Sampah 
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sesuai dengan kedudukannya masing-masing, Dinas Lingkungan Hidup selaku 

Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu semestinya harus memperlihatkan peranannya 

dalam pengelolaan sampah. 

Berdasarkan wawancara Ibu Elfitri Nawawi, S.Si selaku kepala bidang 

pengelolaan sampah dan kebersihan mengatakan bahwa : 

 "upaya yang dilakukan oleh dinas saat ini yaitu memberikan sarana 

dan prasarana dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah dan 

juga upaya yang akan kita lakukan yaitu mensosialisasikan peraturan daerah 

ini mengenai pengelolaan sampah agar terciptanya kesadaran masyarakat dan 

lingkungan yang bersih".
7
 

 Menangani sampah memang persoalan yang tidak mudah hal ini 

dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk pasti selalu di imbangi 

dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan berimplikasi pada produk 

sumpah kondisi tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) yang untuk menampungnya, sumber data manusia 

yang menangani kebersihan, terbatasnya fasilitas pendukung pendukung 

pengelolaan sampah, serta konsep pengelolaan sampah yang masih 

konvensional hingga sampai kepada masalah sosial yang di timbulkan dari 

sampah, seperti bau menyengat akibat tumpukan sampah, sampah rumah 

tangga yang di buang ke pinggir sungai, terganggunya kesehatan serta 

rendahnya keaktifan masyarakat untuk mematuhi ketentuan pembuangan 

sampah. 
                                                             

7
 Wawancara Elfitri Nawawi,S.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabuapaten Rokan Hulu, Tanggal ,26 Mei 2023 
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Berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat sikap hormat masyarakat 

terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi 

taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap 

mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan 

dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum 

dinegeri ini.  

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidak 

pedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga 

hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang 

ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan, dan minimnya 

pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab 

pelanggaran hukum. Kedua, minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum 

yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-

olah diperlakukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai 

kegiatan. Ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya 

kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin 

maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum. 

Sedangkan dalam pelayanan pemerintahan, kurang memadai sehingga 

masyarakat Kecamatan Ujung Batu tidak peduli dengan adanya pengelolaan 

sampah. Dalam pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan Ujung Batu  

memberikan pelayanan dengan efisien dan efektif secara maksimal agar 

mencapai kemaslahatan bagi warga masyarakat Ujung Batu maupun warga 

masyarakat lain. Kemaslahatan Kecamatan bisa di capai dengan berbagai cara.  
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Dalam kaitan pengelolaan sampah penelitian menggunakan siyasah 

idariyyah yang merupakan administrasi negara . Pada zaman nabi administrasi 

negara (Siyasah idariyyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW 

karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 

dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat 

berbagai perihal ketatanegaraan.
8
 Kemudian setelah Nabi Muhamad SAW 

wafat diangkatlah Abu Bakar Ash Sidiq sebagai kepala negara dan Abu Bakar 

juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola 

ketatanegaraan negara. Hal demikian terus di lakukan oleh para 

khulafaurosyidin yang terakhir pada masa Ali bin Abi Talib. Dalam 

sejarahnya Siyasah idariyah sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad 

SAW, yang mana masih dipakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang 

modern.
9
 

Pada abad modern Siyasah idariyyah merupakan suatu cara untuk 

mencapai pemerintahan yang baik (good governance). Kajian dari Siyasah 

idariyyah adalah terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan,organ-

organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. 

Sumber-sumber landasan dari Siyasah idariyyah adalah bersumber dari 

al-Qur’an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kemudian 

dalam mengelola administrasi pemeritahan tentu membutuhkan adanya 

pemimpin seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW seperti bunyi 

kaidah di bawah ini: 

                                                             
8
 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 34  

9
 Op.cit 
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 صَرُّفاُاْلءِمَامِعَلَى الرَّعِيَةِمَنُ وْطبٌِالْمَصْلَحَةِ 
Artinya:  “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung 

pada kemaslahatan”
10

 
 

Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentutakan 

oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat. Sehingga 

apabila Pemerintah Kecamatan Ujung Batu tidak transparan dalam hal 

keuangan maka maslahat itu tidak tercapai. Selain itu dalam Q.S Al-Baqarah 

ayat 267 yaitu : 

                             

                          

       

 

Artinya:  "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah 

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
11

 
 

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam telah mengajarkan kepada seluruh 

umat manusia untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam hal 

pelayanan, diibaratkan bahwa para petugas pelayanan harus melayani dan 

memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana mereka memperlakukan 

diri mereka sendiri. Sejalan dengan mengurusi masalah administrasi dalam hal 

pengellaan sampah salah satunya yaitu dilandasi dengan suatu kaedah: 

                                                             
10

 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,(jakarta; Kencana,2007), hlm. 15 
11

 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,(jambi :Maghfiroh Pustaka, 2006), 

hlm.45  
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“sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam 

penanganan”.12 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian 

ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu 

maka penulis memilih judul: “Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung 

Batu Menurut Peraturan  Daerah Rokan Hulu Nomor. 1 Tahun 2022 

Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah” 

 

B. Batasan Masalah  

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang  

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung Batu Menurut Peraturan Daerah 

Rokan Hulu Nomor.1 Tahun 2022 Pasal 20 Ayat 2  Dalam Perspektif Siyasah 

Idariyyah. 

 

C. Rumusuan Masalah 

Dari batasan  masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebaga berikut: 

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung Batu 

Menurut Peraturan Daerah Rokan  Hulu Nomor. 1 Tahun 2022 ? 

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Proses Pengelolaan Sampah Menurut 

Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2022  

                                                             
12

 Achmad Junaidi ath-Thayyibiy.”Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan 

Rakyat” dalam Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat | HAYATUL ISLAM 

(wordpress.com). diakses pada 26 mei 2023 
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3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Idariyyah Terhadap  Pengelolaan Sampah 

Menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor. 1 Tahun 2022 di 

Kecamatan Ujung Batu ? 

 

D. Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses  Pengelolaan Sampah menurut 

Peraturan Daerah Rokan Hulu  Nomor. 1 tahun 2022 Di Kecamatan Ujung 

Batu 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dalam Proses Pengelolaan Sampah 

Menurut Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun di Kecamatan Ujung Batu  

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Idariyyah Terhadap  Pengelolaan 

Sampah Menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor.1 Tahun 2022 di 

Kecamatan Ujung Batu  

 

E. Manfaat Penelitian 

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan 

akademis sebagai berikut : 

1. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa 

menjadi suatu yang bermanfaat bagi khaznah keilmuan dan cakrawala 

pengetahuan Fakultas Syari’ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata 

Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait 

tentang hukum dan ketatanegaraan Islam. 

2. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik 

dilingkungan masyarakat. 
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3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan 

program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku 

panduan penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Penulis membagi 

menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA  

  Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini 

berkenaan dengan: Pengelolaan Sampah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan  data dan metode analisis data. 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai Pengelolaan Sampah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat 

sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian 
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serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada 

penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Pengelolaan  

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan 

“peng” dan  akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti 

pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri 

awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah 

lain dari pengelolaan adalah “manajemen”.  

Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu 

“management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, 

pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum 

menurut suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, 

atau penataan suatu kegiatan.
13

 

 Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam 

bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan 

“pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan 

mengintergrasi kegiatan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara 

efisien dan efektif.
14

 Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui 

proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen 

itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya 

                                                             
13

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1996), 
14

 Rita Mraiyana, Pengelolaan Lingkungan Belajar, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.16 
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yang dimiliki oleh Sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah 

manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan 

dengan sistematis dalam suatu proses.
15

 

1) G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas 

yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan 

serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
16

 

2) James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya 

anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya 

lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
17

 

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah 

suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam 

dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien. 

2. Tujuan Pengelolaan  

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: 

sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu 

organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat 

                                                             
15

 Rohiat, Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik, (Bandung: PT Refika Aditama,  

2010), hlm. 29 
16

 George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 15  
17

  Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 

hlm. 26 
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menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna 

mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua 

organisasi, karena tanpa adanya prosedur pengelolaan atau proses 

pengelolaan sampah, semua usaha akan sia-sia dan pancapaian tujuan akan 

lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:
18

 

1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertetangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu  

organisasi. 

3) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi  dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum 

yaitu efisien dan efektivitas. 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam 

pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, langkah-langkah 

pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:
19

 

a. Menentukan strategi  

b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab 

c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan 

waktu. 

d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana 

                                                             
18

 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006) hlm.34 
19

 Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008)hlm.59 
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e. Menentukan standar kerja yang mencakup efetivitas dan efisiensi 

f. Menentukan ukuran untuk menilai 

g. Mengadakan pertemuan 

h. Pelaksanaan Mengadakan penilaian 

i. Mengadakan review secara berkala  

j. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang 

3. Pengertian Sampah 

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi 

baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang 

No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa 

sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang 

berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat 

dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna 

lagi dan dibuang ke lingkungan.
20

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu 

yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, 

atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai. 

Selanjutnya Soewedo Hadi Wiyoto mendefinisikan sampah sebagai 

sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah 

diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak 

ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan 

dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan 

kelestarian.
21

 

                                                             
20

 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 
21

 Soewedo Hadi Wiyoto, 1983, Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah, Idayu 

Press,hlm.13 . 
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Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, 

yakni : 

a. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya 

sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan 

atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti 

sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan 

lainnya. 

b. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat tempat 

umum adalah tempat yang terdapat banyaknya orang berkumpul dan 

melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang 

cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat 

perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang 

dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah 

busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta 

sampah lainnya.
22

 

4. Jenis-Jenis Sampah 

Sampah berdasarkan sifatnya ada dua macam yakni : 

a. Sampah organik adalah sampah yang terbentuk dari zat-zat organik 

dan dapat diuraikan. Contohnya sampah ini adalah daun, sisa sayuran, 

sisa makanan dll. 

b. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda yang 

tidak dapat diuraikan. Contohnya plastik, kaleng, karet dll. 

                                                             
22

 UU Republik  Indnesia, Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah , Pasal 1 
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c. Sampah Rumah Tangga yaitu sampah yang berbentuk padat yang 

berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk 

sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan 

rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek 

perumahan.  

d. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu sampah rumah tangga 

yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga 

melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, 

kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, 

industri, taman kota, dan lainnya.  

e. Sampah spesifik yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis 

rumah tangga yang karena sifat,konsentrasi dan/atau jumlahnya 

memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung 

B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, 

dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah 

medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara 

teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode 

(sampah hasil kerja bakti). 
23

  

5. Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 

seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan 

cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pada prinsipnya, pihak yang 

                                                             
23

 Akhmad Riduan, Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Yogyakarta : Bintang 

Pustaka Madani, 2020), hlm.3 
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membuat kebijakankebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk 

melaksanakannya. Thomas R. Dye yang dikutip dalam Said Zainal Abidin 

mengatakan (whatever governments choose to do or not to do), yang 

artinya bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan bagi pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu hal.
24

 

Kebijakan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan dan 

merupakan  kegiatan yang berkaitan dengan tujuan, nilai dan praktiknya.  

Andreas  Hoogerwerf yang dikutip dalam Miriam Budiardjo, mengatakan 

bahwa suatu objek dalam ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses 

terbentuknya, dan akibat-akibatnya. Berdasarkan kutipan tersebut, 

kebijakan publik bermaksud membangun masyarakat secara terarah 

melalui pemakaian kekuasaan.
25

 

Menurut Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai 

sarana untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan 

yang  berkaitan dengan adanya tujuan, nilai dan praktik. Pengertian serupa  

mengenai kebijakan publik diungkapkan oleh James E. Anderson yang 

dikutip dalam Budi Winarno, bahwa kebijakan sebagai arah suatu tindakan  

yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah 

aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.
26

 

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki 

                                                             
24

 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 5-6. 
25

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hlm. 12. 
26

 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hlm. 20. 
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tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat.
27

 Sebagai produk 

perundang-undangan, kebijakan publik seharusnya relavan dengan 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik meliputi suatu 

proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk 

memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat.
28

  

Kebijakan publik juga mencakup proses pembentukan masalah, 

bagaimana memecahkannya, bagaimana penentuan kebijakannya, 

bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan dievaluasi. Untuk itu, 

berdasarkan pada definisi-definisi yang telah dijelaskan mengenai 

kebijakan publik, penulis akan gunakan sebagai alat analisis dalam 

memahami proses pengelolaan sampah. 

6. Pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hulu No. 1 tahun 2022 

Tentang Pengelolaan Sampah 

Menurut George R. Terry dalam Saifuddin (2014:53), Pengelolaan 

merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan  

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, yang dilakukan untuk 

menentukan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui pemanfaatan 

sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain. 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain 

pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam 

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam 

pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi 

                                                             
27

 Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: Bina Aksara.  

2003), hlm. 13. 
28

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada  

University Press, 2012), hlm. 21.  
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masyarakat.Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan 

hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber 

daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undan-

gundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan 

sampah meliputi : 
29

 

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.  

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari  

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat  

pengolahan sampah terpadu. 

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari  

tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan  

sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.  

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan 

jumlah sampah.  

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau 

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.  

Pengelolaan sampah adalah setiap orang atau dinas yang 

melaksanakan pengelolaan sampah. Ruang lingkup pengelolaan sampah 

dalam Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor. 1 Tahun 2022 pasal 2 ayat 1, 

terdiri atas:
30

 

                                                             
29

 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 
30

 Peraturan Daerah Rokan Hulu nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah 
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a. .Pengelolaan Sampah Sampah rumah tangga 

b. Pengelolaan Sampah sejenis sampah rumah tangga dan 

c. Pengelolaan Sampah spesifik 

Pengelolaan sampah diselenggerakan dengan tujuan : 

a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih 

b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat 

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam 

pengelolaan sampah di daerah 

d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah 

7. Konsep  Siyasah Idariyyah 

1. Pengertian Siyasah 

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, syasusu, siyasatan, yang 

berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik 

dan pembuatan kebijaksanaan.
31

 Siyasah menurut bahasa adalah 

mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah 

secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. 

Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 

bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan-undangan yang diciptakan 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
32

 

Sementara Louis Ma'ruf memberi batasan siyasah adalah membuat 

                                                             
31

 Jubair Situmorong, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 28. 
32

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2, (Jakarta: 

Kencana, 2016), hlm. 3. 
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kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. 

Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur dan memimpin 

sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. 

a. Al-Qur'an yang dijadikan patokan dalam  

Segala bidang hal mengurus tataan kehidupan umat termasuk 

dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun 

untuk mengatur akhlak manusia. 

b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan  

Ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi 

dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama. 

Secara terminologi dan etimologi, jelas bahwa pokok bahasan 

kajian fiqh siyāsah mencakup aspek-aspek yang mengatur hubungan 

antara penduduk negara dengan penduduk negara lainnya, penduduk 

negara dan lembaga negara, dan lembaga negara dan lembaga negara 

lainnya, baik hubungan internal di dalam suatu negara atau ekternal antar 

negara diberbagai bidang masyarakat.  

Dari pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kajian siyāsah 

berkonsentrasi pada masalah pengaturan. Penjelasan dari T.M Hasbi Ash 

Shiddieqy, obyek kajian siyāsah adalah pekerjaan para mukalaf dan urusan 

mereka dari jurusan penabdirannya, mengingat persesuaian penabdiran itu 

dengan jiwa syariah, yang tidak kami peroleh dalil yang khusus dan tidak 

bertentangan dengan suatu nash dari nash yang merupakan syariah’amah 

yang tetap.  
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Hal serupa ditemukan dalam pernyataan yang dibuat oleh Abdul 

Wahhab Khallaf, yaitu objek pembahasan ilmu siyāsah adalah pengaturan 

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

kesesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuannya.
33

 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa, fiqh 

siyāsah adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan, 

dan kebijakan yang diatur oleh otoritas negara untuk kemaslahatan umat 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan 

ketentuan syariah. 

Mengenai subjek pendefinisian ruang lingkup studi fiqh siyāsah , 

para akademisi tidak sependapat. Ada di antara mereka yang membagi 

materi pelajaran menjadi tiga, empat, atau lima kategori. Namun, karena 

hanya bersifat teknis,pembedaan ini tidak terlalu mendasar. Salah seorang 

ulama, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, membagi siyāsah fiqh menjadi delapan 

kategori, yaitu:
34

 

1. Siyāsah Dusturiyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan). 

2. Siyāsah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum). 

3. Siyāsah Qadha’iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan). 

4. Siyāsah Maliyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 

5. Siyāsah Idariyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara). 

                                                             
33

 H.A Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003).hlm 29-30.  
34

 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm.15 
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6. Siyāsah Dauliyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan 

Internasional). 

7. Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan). 

8. Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Perperangan). 

Menurut Imam Al-mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-

Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang sebagai berikut: 

a. Bidang fiqh siyāsah dusturiyah. 

b. Bidang fiqh siyāsah dauliyah. 

c. Bidang fiqh siyāsah maliyah. 

d. Bidang fiqh siyāsah harbiyah. 

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyāsah 

mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. 

Secara garis besar, sumber fiqh siyāsah dapat dibagi menjadi sumber 

primer  dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-

sumber fiqh siyāsah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur’an dan Sunah 

sumber-sumber tertulis selain Al-Qur’an dan Sunah serta sumber-sumber 

yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.
35

  

Selain sumber Al-Qur’an dan Sunah, Ahmad Sukardja 

mengungkapkan sumber kajian fiqh siyāsah berasal dari manusia itu 

sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, Urf atau 

                                                             
35
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kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, 

pengalaman masa lalu dan aturanaturan yang pernah dibuat sebelumnya.  

Metode kajian fiqh siyāsah juga tidak jauh berbeda dengan metode 

yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul 

fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, 

istihsan, urf, adah, mashlahah mursalah, dan istishab.  

Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya 

untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan 

lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja 

penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur’an 

dan Hadis Nabi. 

2. Siyasah Idariyyah 

a. Pengertian Siyasah Idariyyah 

Dalam Islam meneladani sifat Nabi Muhammad SAW adalah 

salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan 

konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi muhammad SAW 

sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan 

mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Alloh SWT memilih 

diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan 

wahyu Nya kepada seluruh umat manusia.  

Mengetahui dan meneladani sifat Rasul tidak hanya cukup 

dengan kata namun harus dengan disetai amalan. Salah satu hal yang 

harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi 

Muhammad SAW yaitu empat sifat nabi sidiq, amanah, tabligh, 
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fathonah.
36

 Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad merupakan hal 

yang wajib kita jalankan sebagaimna firman Allah  SWT dalam surah 

al-Ahzab ayat 21: 

                          

         

Artinya:  “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat 

dan yang banyak mengingat Allah.”
37

 
 

Isi kandungan ayat diatas merupakan perintah bagi umat muslim untuk 

meneladani sifat Rasul. Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi 

Muhammad SAW memegang dua amanat. Yang pertama nabi sebagai Rasul 

Allah, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah Nabi 

Muhammad SAW wafat muncul berbagai polemik baik dari segi agama 

maupun dari segi pemerintahan.  

Dalam masalah agama Banyak orang yang murtad serta tidak mau 

membayar zakat. Sebelum Nabi dimakamkan terlebih dahulu dislenggarakan 

pemilihan khalifah baru untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai 

seorang pemimpin.
38

 diangkatnya Abu Bakar merupakan awal masa kehalifan 

Islam. Masa khalifahan Islam berlangsung hingga empat generasi mulai dari 

Abu Bakar hingga sayyidina Ali. Semua pemimpin pada masanya mempunyai 

karakteristik memimpin yang berbeda-beda. kepemimpinan bisa di sebut 

khalifah, imamamah, dan ulil amri.  

                                                             
36

 Marzuki “Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari”, 

Humanika, vol 98, No 1,(2008), hlm. 75 
37

 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,(jambi :Maghfiroh Pustaka, 

2006),hlm.420 
38

 Sugiyono, Muh Asnawi dan Moh Sulaiman, Sejarah Kebudayaan Islam 1 (Solo: 

Pustaka Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 57  
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Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan 

masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan 

merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. 

Dimana administrasi negara (siyasah idariyyah) pada masanya di 

konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua 

orang Islam. Kata idariyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata 

adara asy-syay’ayudiru idariyah yang artinya mengatur atau menjalankan 

sesuatu.
39

 Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar 

yang mendefinisikan. Siyasah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-

Ahkamal- idariyyah) Kata idariyah di dalam al-quran tidak ada satupun ayat 

yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang 

menyerupainya adalah tudirunnaha dan kata tadiru.  

Didalam al-Mu’jam al-Mufahras, di bawah kata “dawr” telah 

dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi’il tsulasi “dara” 

begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata al-

Idarah tidak dijumpai dalam satu hadispun dari sekian banyak hadis Rasululah 

SAW
40

 hampir semua kitab bahasa menyebutkanya dengan kata “dawr” dan 

semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata“idarah” jadi hal ini 

menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern.
41

 

Pada dasarnya Siyasah idariyah secara umum memiliki tujuan yang 

sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses 

kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi 
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 Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bayt ats-

Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm 7 
40

 Muhammad Fuad, Abdul Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras, hlm. 264-265 . 
41

 Muhammad Sulaiman at-Thamawi, ilm al-Idarah al-Amah ( 1965), hlm. 21. 
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tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi 

mempunyai persaman dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi 

administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri 

di bagi menjadi bebrapa bagian yaitu; 

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekruitmen dan penggajian 

tentara 

2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para 

pengawas negara, tempat dan wilayah kewenanganya serta sistem 

penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka 

3. Diwan yang berhubungan dengan penganggkatan dan pemberhentian 

pegawai 

4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan 

pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal. 

Dalam fikih siyasah sumber-sumber Siyasah idariyah dalam Islam ada 

dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. 

Sumber hukum vertical adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan 

sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkunganya antara 

lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu’ama, sumber berupa sejarah 

kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan 

hukum adat.
42

 

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan 

Rasuluah adalah kesederahnaan dan kemudahan menangani masalah-masalah 
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 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam 
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adminisistrasif. Dalam Siyasah Idariyyah untuk mengukur kualitas pelayanan 

dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang 

memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam 

melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara. 

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam 

menjalankan urusan tersebut, dalam Siyasah idariyah untuk mengukur suatu 

kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu 

sendiri. Untuk merealisasikan kabaikan/kesempurnanan dalam melaksanakan 

pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam 

peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”
43

yang 

penulis jabarkan seperti di bawah ini: 

1. Sederhana dalam peraturan 

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan 

kesederhanan itu dilakukan dengan tidak memerlukan bayak meja atau 

berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.
44

 

2. Cepat dalam pelayanan  

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling 

penting.pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari dirikita 

dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam 
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memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi 

kebaikan kepada diri kita sendiri.Allah berfirman dalam surat al-Isra        

ayat 7:
45

 

                          

                 

       

Artinya:    Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) 

itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi 

(kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) 

untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke 

dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya 

pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya 

apa saja yang mereka kuasai. 
 

Ayat di atas telah mengajarakan kepada semua umat manusia agar 

berbuat baik dan taat kepada Alloh SWT.dan apabila kita berbuat maksiat, 

maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. 

3. Profesional dalam pelayanan 

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu 

kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar 

oprasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional 

juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan 

berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankanya, menurut Islam 

profesionalisme itu sangat di perlukan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang 

relevan terhadap penelitian mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Sampah: 

1. Dalam skripsi Adi Yanto, Pengelolaan sampah  

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 

perspektif hukum islam (studi kasus Di Kota Bengkulu), Kesimpulan 

Wisata bengkulu sebagai salah satu masalah yang dihadapi dengan 

meningkatnya jumlah sampah tersebut adalah karena adanya penambahan 

populasi dan meningkatnya aktivitas manusia. Pembangkitan limbah harus 

dikelola dengan bantuan partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengertian, kemauan, dan pendapatan secara 

simultan dan parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah di kota Bengkulu. Persamaan: Pada penelitian ini, peneliti 

membahas tentang pengolahan samapah dengan metode kualitatif. 

Perbedaan: Pada penelitian ini, peneliti ini lebih mengarah pada 

pengolahan sampah berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 

18 tahun 2008 perspektif hukum islam.
46

 

2. Dalam skripsi Gita Fitriyani, Tinjauan Fiqh Siyasah  

Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Kesimpulannya tempat 

pembuangan akhir belum menggunakan sanitary landfill tetapi masih 
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menggunakan open dumping atau pembuangan terbuka dimana sampah 

hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan 

dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini 

sangat tidak maksimal. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu 

belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini 

memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.  

Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan 

sampah dengan cara mendaur ulang sampah. Persamaan: Pada penelitian 

ini, peneliti membahas tentang pengolahan samapah dengan metode 

kualitatif.  Perbedaan: Pada penelitian ini, peneliti ini lebih mengarah pada 

pengolahan sampah berdasarkan Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah ditinjau Fiqh Siyasah.
47

 

3. Dalam skripsi Wanda , Pengelolaan sampah  

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 3 

Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2  ( Studi di Kabupaten 

Musi Rawa ). Kesimpulannya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Musi  Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah berjalan 

cukup baik karena pemerintah sudah sudah melakukan beberapa upaya 

yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan 

sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan 

bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa 

faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut 
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baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun 

sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian, 

kemauan, dan pendapatan secara simultan dan parsial terhadap partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawa.  

Persamaan: Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang pengolahan 

sampah dengan metode kualitatif. Perbedaan: Pada penelitian ini, peneliti 

ini lebih mengarah pada implemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2   ditinjau 

Fiqh Siyasah.
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang 

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut 

pula dengan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di 

lapangan.
49

 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan 

dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dari data yang 

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
50

 

Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data 

yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan. 

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif dalam penulisan 

skripsi, adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari judul penelitian ini tentang 

pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Batu menurut peraturan daerah no 1 

tahun 2022  dalam  perspektif siyasah idariyyah , maka hal ini secara otomatis 

membahas masalah pengelolaan sampah yang belum terealisasikan dengan 

optimal di Kecamatan Ujung Batu . Untuk menjawab semua mengenai hal ini 

kiranya dapat dilakukan melalui penelitian kualitatif, dengan melakukan 

wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan sehingga dapat 

menghasilkan data-data yang valid.  

                                                             
49

Mukti Fajar dan Yulianti Ahcmad, Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif, 

(Jakarta:    Pustaka Pelajar, 2010), hlm.281   
50

 Ibid, hlm . 16 



36 

 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan 

Hulu  adapun alasan peneliti melakukan penelitian karna penulis menemukan 

sampah yang berserakan yang mana tidak sesuai pada tempat pembuangan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Rokan Hulu, Kecamatan Ujung Batu, beserta petugas kebersihan dan 

Masyarakat Kecamatan Ujung Batu. Objek penelitian ini adalah berdasarkan 

Peraturan Daerah Rokan Hulu No.1 Tahun 2022 tentang pengelolahan sampah 

di Kecamatan Ujung Batu  Dalam pespektif siyasah idariyyah. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang bersumber serta diperoleh secara 

langsung dari sumber asli yaitu kepala dinas lingkungan hidup, kepala 

bidang pengelolaan sampah dan kebersihan , petugas kebersihan dan 

masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku 

dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dan masalah 

yang diteliti. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data 

primer 
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E. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi (proses penalaran) yang 

terdiri dari objek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
51

 

Populasi juga merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek 

penelitian yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah keseluruhan karyawan di kantor Dinas 

Lingkungan Hidup yang keseluruhannya berjumlah 19 orang, 3 petugas 

kebersihan dan pengangkut sampah, serta 3 masyarakat yang ada di  

Kecamatan Ujung Batu. Maka dari itu jumlah keseluruhan populasi yang 

penulis ambil yaitu 25 orang yang terlibat dalam pengelolaan sampah . 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau 

anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam 

skripsi ini populasinya adalah aparatur di dinas lingkungan hidup 

Kabupaten Rokan Hulu , petugas kebersihan dan masyarakat yang ada di 

Kecamatan  Ujung Batu serta yang terlibat dalam pengelolaan sampah. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi atau juga bisa di sebut sebagai bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili 
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Literasi Media Publishing, 2015),  hlm. 63. 
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populasinya
52

. Adapun sampel yang digunakan terdiri dari, Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang bersedia 

di wawancara atau di jadikan informan serta petugas kebersihan dan 

masyarakat yang ada di Kecamatan Ujung Batu. Namun kebersediaan dari 

Dinas Lingkungan Hidup hanya 2 orang yang dapat di jadikan informan/ 

narasumber maka penulis hanya mengambil 2 informan dari Dinas 

Lingkungan Hidup, 3 petugas kebersihan dan pengangkut sampah serta 3 

masyarakat yang ada di Kecamatan Ujung Batu . 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang 

sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai 

data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti dan untuk mengetahui 

relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan 

melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat 

kaitannya dengan objek penelitian.  

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang 

diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode obsevasi non 

partisipasi, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak diambil 

dalam aktivitas yang dilakukan.
53

 Teknik ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti 
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bagaimana proses pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Batu apakah 

sudah diterapkan dengan benar atau tidak oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 

dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai 

informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti 

dengan para informan.
54

 

3. Dokumentasi  

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti 

mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan 

tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang 

berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan 

dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling 

penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen 

tertulis, gambar/foto, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan - 

tulisan ilmiah. 

4.  Studi Pustaka 

Studi pustaka, menurut Nazir (2013), teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 
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masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-

dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara 

mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 
55

 

Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan 

prakteknya dilapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh 

dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari 

peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang 

relevan. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang di peroleh dengan cara analisis kualitatif. Analisis 

data kualitatif ini bersifat induktif yang merupakan suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian dicari data lagi secara berulang-

ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima 

atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul sehingga dirumuskan menjadi 

suatu kesimpulan atau generalisasi dan berkembang menjadi teori. 

 

 

  

                                                             
55

 Alif Maelani, “Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang 

Tuanya Manusia”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015. 



 

76 

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut; 

1. Proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dari TPS ke TPA dilkukan pada pagi hari, sehingga dengan begitu tidak 

adalagi sampah yang menumpuk pada siang harinya.Kebijakan yang 

dilakukan sudah melalui diskusi brsama kabid pengelolaan sampah dan 

kebersihan, sehingga sudah ada putusan atau himbawan dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu kepada seluruh masyarakat 

bhwa dianjurkan untuk membuang sampah di TPS tersebut mulai dari jam 

18.00 wib samapai denan 06.00 wib hal ini untuk mencegah adanya 

sampah yang bertumpukan di TPS pada siang hari hingga sore harinya. 

2. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung 

Batu didapatkan dari hasil penelitian yaitu: kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang jenis dan pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk mengelola sampah, belum tersedianya tempat 

penampungan sampah sementara atau bank sampah, kurangnya fasilitas 

pengangkut sampah ke TPA, tidak  dilakukanya pengangkutan sampah ke 

pemukiman warga, kurangnya SDM dalam pengelolaan sampah, belum 

adanya sosialisasi kebijakan terkait Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 

1 Tahun 2022 tentang  pengelolaan sampah dan kurangnya keterpaparan 
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informasi mengenai pengelolaan sampah, serta kurangnya kerjasama 

antara mayarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup. 

Faktor-faktor yang mendukung yaitu ketersediaan fasilitas dan 

sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Rokan Hulu, serta peran petugas kebersihan dan kebijakan mengenai 

sampah. 

3. Menurut perspektif Siyasah Idariyyah, pelaksanaan pengelolaan sampah 

yang dilakukan belum sesuai dengan perspektif yang layak 

diterapkan.Dalam siyasah idariyyah untuk mengukur kualitas pelayanan 

dapat diambil dari realitas pelayanan itu sendiri.  

 

B. Saran  

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas terkait yang menangani 

masalah pengelolaan sampah melakukan pendampingan dalam hal ini 

melakukan sosialiasi untuk memberikan informasi dalam meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah terkait 

petunjuk atau penjelasan melalui social media mengenai cara untuk 

mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan 

terhadap tumbuh dan berkembangnya sampah. 

2. Diperlukan ketegasan pemerintah terhadap regulasi dalam mencari 

pembentukan pengelolahan sampah yang lebis structural dan 

komprehensif.  



78 

 

 

3. Diperlukan penegakan hukum yang lebih optimal, serta pemberian sanksi 

yang bertingkat mulai dari teguran simpatik, kerja social, penanggulangan, 

penanaman, sampai hukuman denda yang maksimal bagi pelanggar 

Peraturan  Daerah Nomor.1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, 

serta diharapkan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait lebih 

memperhatikan dan lebih teliti terhadap kebersihan di Kecamatan Ujung 

Batu. 
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Lampiran 

 

ANGKET PERTANYAAN  

Judul Penelitian : “Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ujung Batu Menurut 

Peraturan Daerah Rokan Hulu No. 1 Tahun 2022 Dalam 

Perspektif Siyasah Idariyyah” 

Rumusan Masalah  

A. Bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Batu menurut Peraturan 

Daerah Rokan Hulu Nomor. 1 Tahun 2022 ? 

B. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Batu menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor. 1 

Tahun 2022 ? 

C. Bagaimana tinjauan siyasah Idariyyah terhadap pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Batu menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor. 1 

Tahun 2022 ? 

Informan: 

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu  

2. Staf Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan 

3. Petugas Kebersihan Yang Ikut Serta Dalam Pengelolaan Sampah di 

Kecamatan Ujung Batu  

4. Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan 

Ujung Batu  

  



 

 

PEDOMAN  WAWANCARA 

No Informan Pertanyaan 

1 Kepala Dinas 

lingkungan Hidup 

Kabupaten Rokan Hulu  

a. Bagaimana proses pengelolaan sampah yang di 

lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ? 

b. Apakah pengelolaan sampah di Kecamatan 

Ujung Batu ini sudah maksimal ? 

c. Bagaimana upaya dari bapak selaku kepala  

Dinas Lingkungan Hidup  agar masyarakat 

mengenal dan tahu mengenai Peraturan Daerah 

Rokan Hulu No. 1 Tahun 2022 yang merupakan 

kebijakan baru yang di keluarkan oleh 

pemerintah dalam pengelolaan sampah ? 

d. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai 

peraturan daerah Rokan Hulu No. 1 tahun 2022 

tentang pengelolaan sampah , Apakah sudah di 

lakukan sosialisasi mengenai hal itu ? 

 

e. Apasaja pelayanan yang di berikan oleh dinas 

lingkungan hidup terhadap masyarakat 

Kecamatan Ujung Batu dalam pengelolaan 

sampah ? 

2 Staf Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah 

dan Kebersihan  

 

a. Bagaimana prosedur pelayanan dalam 

pengelolaan sampah ? 

b. Apakah ada kesulitan ataupun hambatan dalam 

pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Batu ? 

c. Apakah masyarakat dan dinas perhubungan 

sudah bekerja sama agar kebijakan baru dari 

pemerintah ini dapat berjalan dengan baik? 

d. Menurut bapak/ibu apakah pengelolaan sampah 

di kecamatan Ujung Batu ini sudah maksimal ? 

e. Upaya apa yang di lakukan oleh Dina 

Lingkungan Hidup agar masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ? 

3 Petugas kebersihan di 

Kecamatan Ujung Batu  

 

a. Bagaimana proses pengelolaan sampah yang di 

lakukan oleh petugas kebersihan itu sendiri ? 

b. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa dinas telah 

mengeluarkan Surat Perintah Tugas terhadap 

pelayanan pengelolaan sampah ? 

c. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur dalam 

pengelolaan sampah ? 

d. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai 

Peraturan Daerah Rokan Hulu No.1 Tahun 2022 

tentang pengelolaan sampah,Apakah masyarakat 

ataupun bapak/ibu sendiri mengetahuinya ? 

e. Adakah alat-alat pendukung yang di berikan 



 

 

pemerintah dalam pengelolaan sampah ?  

f. Dari mana sajakah asal sampah yang di angkut ? 

4 Masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Batu  

 

a. Apakah bapak/ibu tahu akan kebijakan baru dari 

pemerintah Apakah bapak/ibu paham akan 

kebijakan baru dari pemerintah tentang 

pengelolaan sampah ? 

b. Bagaiman tanggapan bapak/ibu mengenai Surat 

Perintah Tugas terhadap pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Batu  ? 

c. Bagaimana pelayanan dari Dinas Lingkungan 

Hidup apakah sudah memuaskan? 

d. Apakah menurut bapak/ibu pelayanan mengenai 

pengelolaan sampah yang di lakukan oleh 

pemerintah sudah maksimal ? 

e. Menurut bapak/ ibu apakah masyarakat dan 

dinas perhubungan sudah bekerja sama agar 

kebijakan baru dari pemerintah ini dapat 

berjalan dengan baik? 
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